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PERATURAN GUBERNUR F’ROVINSE DAERAH KHUSUS .

iBUKOTA JAKARTA
NQMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASE DAN TATA KERJA UNIT |
PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA SELATAN

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan
‘Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -
Pelayanan Pajak, perlu’ menetapkan Peraturan Gubernur tentang .

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja “Unit Pemeriksaan Pajak
Reklame Jakarta Selatan; . ;

1.

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenta'ng Pokok4bdkok o
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang? _
Nomor 43 Tahun 1999 ' _

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa;ak Daerah dan:
Retribusi Daerah sebagaimana telah’ diubah: dengan Undang-Undang-
Nomor 34 Tahun 2000; _

Undang- ‘Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penag:han Pajak
dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000; ;

Undan‘g~Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu:—éh’gan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan-
Negara;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20,

21.

22.
23.

24,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-

‘Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun ~2004 tenténg Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemermtahan Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesxa x

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 'tentang Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 téntang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah’
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerantah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah; _

Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organtsasy
Perangkat Daerah;

Peraturan Me‘ntefi Dalam Negéri Nomor -13 Taﬁun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum

~ Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomc')r 2 Tahun 2004 tentang Pajék Reklame;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok—pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ;sass Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tenta{ng Organié.asi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;



?Menetafpkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

- DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA

S ELATAN

BAB |
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

10.

Daerah adaiah Provinsi Daerah Khusus !bukota Jakarta

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan. Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemermtahan daerah

Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lhukota:
Jakarta. _

Kota Admznzstr351 adalah Kota Adm:mstrasn di PI’OVH’}SI Daerah Khusus
ibukota Jakarta '

Kabupaten Admmtstrasn adalah Kabupaten Adm;mstra& Kepulauan
Seribu Provms; Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dmas Pelayanan Pajak adalah D:nas F’eiayanan Pajak Provinsi: Daerah-
Khusus ibukota Jakarta :

Kepala Dmas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pa;ak Provinsi Daerah-

Khusus Ibukota Jakarta.
Unit Pemeriksaan Pajak Reklame  Jakarta Seiatan yang selanjutnya:.
disebut Unit Pemeriksaan adalah Unit Pemerzksaan Pajak Reklame
Jakarta Selatan D:nas Petayanan Pajak. -

Kepaia Unit adakah Kepala Unit Pemenksaan.

Pemeriksaan pajak daerah adalah Serangkatan proses untuk mencari,

‘mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan

. BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pemersksaan Pajak Reklame
Jakarta Selatan. :



(1)

(2)

(1)

(2)

()

(2)

BAB 1IH
KEDUDUKAN, TUGAS; DAN FUNGSI
Pasal 3
Unit Pemeriksaan merupakan Unit Pelaksana Teknls Dinas Pelayanan
Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak reklame d| wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan.
Unit Pem‘eﬂksaan d:psmpm oleh - seorang Kepala Unit yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4

Unit Pemeriksaan mempunyai tugas metaksanakan pemenksaan pa;ak

- reklame di wilayah Kota Administrasi Jakarta Seiatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaamana d;maksud pada ayat (1),
Unit Pemeriksaan mempunyal fungsi :

a. penyusunan Rencana Ker}a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen'
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan,;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Unit
Pemeriksaan; '

c. penatausahaan administrasi teknis pemenksaan pajak rek}ame di
wilayah Kota: Administrasi Jakarta Selatan;: Lo

d. penyelenggaraan pendataan, pemeriksaan pa;ak dan penemban :

reklame. di wilayah Kota Administrasi Jakarta Sefatan;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; .

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pe[aksaﬂaan tugas dan’ fungsu

Umt Pemeriksaan. _

@ ™o

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 5
Susunan orgaﬁisas_i Unit Pemeriksaan terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

¢. Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta: Selatan !

d. Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Setatan It; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisa8| Unit Pemeriksaan: sebagaxmana tercanfum

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.



Pasal 6

Kepala Unit mempunyai. tugas

a.

b.

(1)

(2)

(3)

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Unit

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; °

mengoordinasikan  pelaksanaan tugas - Subbagtan Seksi dan

Subkelompok Jabatan Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kerja -sama dengan Satuan Kerja:

Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait,

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Unit Pemeriksaan
dalam pelaksanaan admmlstrasz Unit Pemer:ksaan ‘

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang.
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit
‘Pemeriksaan.

Subbagian Tata Uéa‘ha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit F’emenksaan sesual
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unst.
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya; _

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA):
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan; o

d. menghimpun bahan dan mengoordmas:kan penyusunan rencana :

~ strategis Unit Pemeriksaan;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaiuasn peiaksanaan-
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;

f. menyiapkan surat tugas pemeriksaan pajak rektame di wn!ayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan

g. menerima dan menghimpun tembusan Laporan Hasn Pemer;ksaan
(LHPY:

h. mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kertas
Kerja Pemeriksaan (KKP);

i. menyusun rekomendasi hasi pemersksaan

i.  melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;

k. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

. memelihara kebe«:»rsman kemdahan keamanan dan ketertaban
kantor;

m. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan
acara Unit Pemeriksaan;

n. melaksanakan publikasi kegiatan dan sega!a sesuatu  yang
berkenaan dengan Unit Pemeriksaan;

0. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Unit Pemeriksaan;

n. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan
tugas Subbagian Tata Usaha; dan

- ¢. melaporkan dan mempertanggung;awabkan peiaksanaan tugas

Subbagnan Tata Usaha.



(1)
(2)

(3)

ey

)

(3)

Pasal 8
%
Seksi Pemeriksaan Pa;ak Reklame Jakarta Selatan | merupakan satuan
kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak
reklame wilayah kerja Suku Dlnas Pelayanan Pajak | Jakarta Selatan.

Seksi Pemeriksaan Pajak Rekiame Jakarta Selatan I dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepa!a Unit Pemenksaan :

Seksz F’emer;ksaan Pajak Rek!ame Jakarta Selatan | mempunyai tugas:

a. menyusun bhahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan
' Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA}) Unit Pemer;ksaan sesuai'
dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan: Anggaran (DPA) Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;, -
c. menyusun rencana kerja pendataan, pemenksaan dan penertiban
reklame secara periodik.
d. menyiapkan langkah-langkah, m’eiaksanakan pendataan
- pemeriksaan dan penertiban rekiame di szayah kerja Suku Dmas{
Pelayanan Pajak | Jakarta Selatan;

“e. menerima dan melaksanakan permmtaan pemertksaan da:’; Suku-

Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Selatan ; _
f. melakukan pemeriksaan reklame baru dan perpanjangan di:
lapangan, -dalam rangka penarb;tan Surat. Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD);
membuat Laporan Hasil Pemenksaan (LHP)
melakukan penertiban reklame; :
membuat laporan hasil penertiban reklame; ; ' :
menyiapkan bahan laporan unit pemertksaan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pa;ak Reklame Jakarta
Selatan {; dan = .
k. melaporkan dan mempertaﬂggungjawabkan pelaksanaan tugas;
Seksi Pemenksaan Pajak Rekiame Jakarta Setatan i.

— e

Pasal 9

Sekst Pemerlksaan F’ajak Reklame Wilayah Jakarta Selatan I
merupakan satuan kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan

pemeriksaan pajak reklame di wilayah kerja Suku Dlnas Pelayanan

Pajak Il Jakarta Selatan.

Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Wilayah. 'Jakarta:S'elatan Il dipimpin.
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pemenksaan '

Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Wliayah Jakarta Selatan |l
mempunyal tugas

a menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Y Unit Pemeriksaan sesuai
dengan lingkup tugasnya; .

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pemeriksaan sesuai dengan langkup tugasnya;



c. menyusun rencana kerja pendataan, pemeriksaan dan penertiban
reklame secara periodik. o

d. menyiapkan langkah-langkah, melaksanakan pendataan, pemeriksaan
dan penertiban reklame di wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan
Pajak Il Jakarta Selatan;

e, menerima dan melaksanakan permintaan pemeriksaan dari Suku
Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Selatan ;; w

- f. melakukan pemeriksaan reklame baru dan perpanjangan di

(1)
(2)

(N

(2)

(3)

(4)

(1)

— e

lapangan, dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

meiakukan penertiban reklame; : _

membuat laporan hasil penertiban reklame; L

menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta

Selatan lI; dan _ ' : : '

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Selatan 1. :

Pasal 10
Unit Pemeriksaan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Unit Pemeriksaan. ' a

Pasal 1 1

Dalam rangka mengembangkan prbfe‘s-i/keéhHaﬂ/kbmpete‘n'si pe}'a‘bétj
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan:
sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan
Pajak. - S :

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit
Pemeriksaan. ' -

Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada:
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat
fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai
keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang.

dimiliki. o o

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan
diatur - dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan

jabatan fungsional Dinas Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. ' ' ' '

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pemeriksaan wajib taat
dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi
‘pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan
mempertancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifikast, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan = bimbingan, memberikan petunjuk .
pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-
masing. : -

(2} Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada - Unit Pemeriksaan wajib
mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. ' o

Pasal 15

‘Kepala Unit, Kepala Subbagian, KepélaSeksi,"_dan Ketua Subkelompok

Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan. wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya.
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan. o

Pagal 16

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok

Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. o ; '

(2} Atasan yang menerima laporan sebaga'imaﬁa' dimaksud pada éyat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

_ Pasal 17

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap Unit Pemeriksaan sebagai bagian dari pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan. terhadap Dinas
Pelayanan Pajak. - ' _ ’



@

()

(2)

(M

(2)

(1

(1)

Ketentuan lebih  lanjut = mengenai pembtnaah kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubemur,
BAB VI
KEPEGAWAIAN
PaSal 18

Pegawai Negeri Sipil pada Unit  Pemeriksaan merupakan Pegawai
Negeri Sipil Daerah. .

Pengelolaan kepegawatan sebagali imana dtmaksud pada ayat (1)_
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangaﬂ di bidang
kepegawaian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pemeriksaan’
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian

Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah .
sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.

BABVII
KEUANGAN
Pasal 19

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemenksaan d!bebaﬂkan--
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daérah. w

Pengelolaan belanja sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan”
sesual ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan.
negara/daerah. _ :

Pasal 20

Pendapatan yang bersumber dari peiaksanaan tugas dan fung51 Unit

Pemeriksaan merupakan pendapatan.daérah.
Pengelolaan pendapatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan di
bidang keuangan negara/daerah

BAB VI
ASET
Pasal 21
Aset yang dipergunakan oleh Unit Pemeriksaan sebégai prasarana dan

sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan. '



(2)

M

(@)

(1)

(2).

10

Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai. ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,.
hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pemetiksaan dalam
rangka pelaksanaan - tugas dan fungsinya merupakan penerimaan
barang daerah. ' L

Penerimaan barang daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan.
kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah:
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai:
Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
daerah. ' ' - -

| BAB IX. _
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS | -
| Pasal 23 '5

Unit Pemeriksaan menyusun dan menyampaikan 'laporan berkala’
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada:
Kepala Dinas. E

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aﬁtara lain meliputi
laporan : F

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
keuangan, o IR '

kinerja; _ . - o
kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan
sarana kerja, = - A
akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan.

coom

o

Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas, Unit’ Pemeriksaan _'mengémbangkan sistern

' pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal

Dinas Pelayanan Pajak.

 BABX
PENGAWASAN
Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit Pemeriksaan dilaksanakan oiéhf:

a.

b.
C.

Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; - -
Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

Inspektorat.



Diundangkan di Jakarta
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor
147 Tahun 2001 tentang Pembentukan, ‘Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah
Khusus ibukota Jakarta, dacabut dan dinyatakan tidak beﬂaku

Pasal .27

Peraturan Gubernur ini mula; berlaku pada tanggal d;undangkan

Agar setiap orang mengetahuenya memerintahkan pengundangan Peraturan

-Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ebukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggat 4 Met 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,

pada tanggal 4 Mei 2009

SEKRETARIS

DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362

. BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2009

NOMOR 51



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta '

Nomor 50 TAHUN 2009
‘Tanggal 4 Mei 2009
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